~1~ SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan
pemahaman terhadap prosedur pelayanan dan alur
kerja  administrasi  pemerintahan pada  Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kayong Utara;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah, Bupati
menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kayong Utara;



Menginat

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4682);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong
Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1,
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara
Nomor 182);

6. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah

Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1
SOP-AP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
SOP-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai pedoman
dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsi
jabatan, serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada

masyarakat.

Pasal 3

(1) Unit Kerja yang membidangi penataan organisasi melakukan monitoring
dan evaluasi penerapan SOP-AP.

(2) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan berkala secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penerapan SOP-AP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong

Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 19780625 200803 1 001




